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JAKARTA., KOMPAS — An-
caman pidana dalam Un-
dang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik diusulkan
dihapus. Ancaman pidana UU
ITE idealnya dimasukkan dalam
Rancangan Undang-Undang Ki-
tab Undang-undang Hukum Pi-
dana yang juga sedang dibahas
Dewan Perwakilan Rakyat:
Pengajar hukum -IUniversitas
Andalas, Padang.<Shinta-- Agus-
tina, yvang dihubungi dari Jakarta,
Jumat (A8/3)., menuturkan) an-
caman pidana pencermarai naima
baik dan penghinaan melaluai in-
formasi atau dokumen elektro-
nik, sebagaimana diterangkan
dalam Pasal 27 Ayat (3) UU In-
formasi dan Transaksi Elektronik
ATE), sebaiknya dimasukkan da-
laamm RUU KUHP saja. Hal itu
selaras dengan upaya pemerintah
menjadikan KUHFP sebagai ko-
difikasi hukum-hukum pidana.
“Ada bermacam-macam sank-
si terhadap suatu perbuatan yvang
melanggar hukum sehingga tidak
harus penjara. Untuk pencemar-
an nama baik melalui media so-—

sial, misalnya, apakah perilu dike—

nai_ pidana penjara? Sebab., se-
benarnya pencemaran namma baik
melalui medsos itu bisa diralat
melalui” media yang sama oleh
pelaku. Jadi, sebenarnya hak
korban yang dirugikan bisa di-
kembalikan sehingga tidak harus
selalu dipenjara.” kata Shinta.

Ia mengaitkan ancaman pi-
dana dalam revisi UU ITE itu
dengan kebebasan berpendapat.
Ancaman pidana di dalam UUOU
ITE dikhawatirkan merampas
kebebasan warga mnegara untuk
berpendapat di era digital.-

Peneliti Lembaga Studi dan
Advokasi Masyarakat (Elsam)
Wahyudi Djafar menuturkan, an-
camian pidana UU ITE hendak-
nya dihilamgkan sepenuhnya. Re-
visi UU _ITE ita sebaiknya hanya
mengatur konten informasi elek-
tromnik dan perlindungan peng-
guna informasi.

ZTsi revisi UU ITE jangan ma-
lah menakut-nakuti warga ne-
gara untuk berpendapat. Hal ini
tidak sehat sebab pada akhirnya
merusak demokrasi yang sedang
kita bangun.,” kata Wahyudi.

Anggota Komisi ITT DPR Arsul
Sani setuju jika pasal-pasal pi-
dana UU ITE dimasukkan dalam
RUU KUHP Itu selaras dengan
upaya pemerintah dan DPR yang
sebelumnya telah sepakat men-
Jjadikan RUU KUHP sebagai ko-
difikasi seluruh aturan pidana.

7”Saat ini, Komisi I DPR sebagai
pembahas revisi UU ITE dan
Komisi IT1T sebagai pembahas re-
wvisi UU KUHP telah ditetapkan
Badan Musyawarah DPR. Na-
mun., keberadaan pansus ber-
sama tetap dimungkinkan jika
ada permohonan dari masyara-
kat,” ujarnya. (REK)
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